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NOTA DINAS

Kepada © Yth. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Bidang
di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Dari . Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Tanggal . 0b Juli2026

Nomor : 000.7.2.3/ 03k b4/BPKAD-1/12026

Lampiran Do

Perihal - Rapat Evaluasi Pemantauan Rencana Aksi terhadap Kinerja pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel pada
Triwulan Il TA 2026

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan Il Tahun 2026, maka akan dilakukan
evaluasi pemantauan terkait pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumsel TA 2026. Untuk itu, diminta kepada Saudara untuk

hadir pada :
Hari/Tanggal :  Selasa, 7 Juli 2026
Pukul . 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Utama BPKAD Prov. Sumsel
Acara . Rapat Evaluasi Pemantauan Rencana Aksi terhadap Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Prov. Sumsel pada Triwulan Il TA 2026
Diharapkan masing-masing bidang membawa progres capaian kinerja. Demikian

untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

ervandi, S.E., M.M., CGAA
A Utama Muda/lV.c
208162001121004
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NOTULEN
Rapat . Evaluasi Pemantauan terhadap Kinerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel Triwulan Il TA 2026
Hari/Tanggal . Senin, 7 Juli 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan
Peserta :  Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Bidang

di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

1. Agenda Rapat

Pembahasan Pemantauan terhadap kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Il Tahun 2026.

2. Jalannya Rapat dan Ringkasan Pembahasan
a. Pembukaan

- Rapat dibuka oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi capaian kinerja organisasi
pada Triwulan Il Tahun Anggaran 2026.

b. Pembahasan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Triwulan Il Tahun 2026

- Indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan (Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah resmi berhasil mempertahankan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-
turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran 2025. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan
langsung kepada Gubernur H. Herman Deru dan DPRD Provinsi Sumsel
pada Rapat Paripurna tanggal 15 Juni 2026.

- Indikator "Persentase Penetapan Dokumen APBD (Induk dan Perubahan)
yang Tepat Waktu" (Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah)

Target kinerja pada triwulan Il belum ada realisasi ini sesuai dengan
perencanaan dan aturan hukum. Berdasarkan regulasi, tidak ada jadwal
penetapan Perda APBD Induk maupun Perubahan pada Triwulan Il. Adapun
kegiatan pada TW |l Tahun 2026 :

1) Fokus utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan pada TW Il Tahun 2026 adalah mengawal pelaksanaan
APBD Induk Tahun Anggaran 2026 yang sudah disahkan.

2) Memulai persiapan administrasi untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dan koordinasi awal terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk tahun anggaran berikutnya.
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Indikator “Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
(Budget Execution)’ (Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dan Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan)

Deviasi realisasi belanja secara menyeluruh baru diperoleh setelah
berakhirnya Tahun Anggaran karena nilai tersebut memerlukan data final
melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, deviasi
awal realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan
I Tahun 2026 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berjalan
adalah sebesar Rp2.589.777.808.148,98 atau 27,27% dari Anggaran Belanja
Daerah Induk TA. 2026 sebesar Rp9.497.450.270.236,00

Indeks Pengelolaan Aset (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah)

Nilai Sementara Indeks Pengelolaan Aset tahun 2025 dengan nilai yaitu 2,22
yang masih menggunakan kertas kerja Tahun 2024 dengan data tahun 2025.
Sehingga penentuan hasil penilaian untuk Indeks Pengelolaan Aset Tahun
2025 masih menunggu kertas kerja terbaru dari Kementerian Dalam
Negeri RI.

Selanjutnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2026 dikeluarkan secara
final setelah seluruh pelaporan pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan
penilaian siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selesai diproses.
Sehingga Indeks Pengelolaan Aset (IPA) secara resmi akan diperoleh pada
tahun anggaran berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2027.

Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Sekretaris Badan).

Capaian Nilai SAKIP BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan ||
Tahun 2026 secara administrasi dengan progres mencapai 50% karena hasil
penilaian SAKIP merupakan penilaian tahunan formal yang dikeluarkan oleh
tim evaluator. Namun, sepanjang Triwulan |l, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemenuhan
komponen SAKIP. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyelarasan
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2026, penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK|jIP) tahun sebelumnya sebagai akuntabilitas publik,
Dokumen Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan per triwulan.

Belum ada kendala terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan Il
Tahun 2026

c. Pembahasan kinerja Bidang :

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Realisasi fisik untuk penyerahan dokumen KUA-PPAS pada Triwulan I
tahun 2026 belum ada realisasi. Hal ini dikarenakan dokumen ini belum
memasuki jadwal penetapan. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019,
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rancangan KUA-PPAS baru akan disampaikan ke DPRD pada minggu
kedua bulan Juli dan ditargetkan selesai (disepakati bersama) pada
minggu kedua bulan Agustus (Triwulan I11).

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan |l Tahun 2026 dengan capaian
kinerja 24%. Pada bulan Januari 2026, BPKAD telah menyelesaikan
proses pencetakan dan pendistribusian Buku Peraturan Daerah (Perda)
tentang APBD TA 2026 serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang
Penjabaran APBD TA 2026 kepada Kemendagri, DPRD, dan seluruh
OPD jajaran.

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan [l Tahun 2026 berhasil
mencapai target tepat waktu sebesar 30%. Capaian ini didukung oleh
penyelesaian draf awal Analisis Standar Belanja (ASB) dan Pedoman
Penyusunan APBD.

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

- Bidang Perbendaharaan Daerah

1)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai 40,91% pada periode berjalan.
Capaian ini bersumber dari pelayanan penerbitan SP2D belanja rutin, dan
ketepatan waktu rekonsiliasi kas bulanan bersama Bank Sumsel Babel.

Output yang telah dihasilkan sebanyak 18 Laporan yang terdiri dari 15
laporan (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank), 2 laporan
syarat salur DAU, dan 1 Laporan DAK Tahap | Tahun 2026.

Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Hingga akhir Juni 2026 (akhir Triwulan Il), pelaksanaan Sub Kegiatan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait telah mencapai
progres fisik sebesar 50%. Capaian sesuai target tahapan pertengahan
tahun anggaran 2026.

Secara akumulatif, dokumen rekonsiliasi data kas masuk (penerimaan),
kas keluar (pengeluaran), serta validasi atas kewajiban
pemotongan/pemungutan pajak dari Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) telah diselesaikan secara berkala hingga periode bulan Juni 2026.
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Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1)

Sub Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Sampai dengan Triwulan Il telah mengasilkan output BA Rekon Pajak
Daerah, BA Rekon Retribusi Daerah, BA Rekon PAD dan BA Rekon
Transfer dengan persentase Capaian 25%. Hal ini dikarenakan akan
dilaksanakan Rekonsiliasi pada Bulan Juli 2026.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Realisasi kinerja fisik sub kegiatan ini mencapai 92% pada periode
berjalan. Capaian ini diperoleh dari keberhasilan penyelesaian Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2025 Audited,
Laporan Keuangan BLUD, Raperda Pertanggungjawaban, Laporan Hasil
Pemeriksaan dengan persentase sebesar 92%

Belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target,
penyusunan laporan disesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan
sesuai perundang-undangan

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1)

Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai 50% pada periode berjalan.
Capaian ini bersumber dari penyelesaian tahapan berupa pengumpulan
usulan komponen dari seluruh OPD, pelaksanaan survei harga pasar,
serta pengolahan draf instrumen SSH, SBU. Progres berada di angka 50%
karena dokumen final berupa Peraturan Gubernur tentang Standar Harga
sudah disahkan.

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Realisasi kinerja fisik sub kegiatan ini mencapai 65,57% pada periode
berjalan. Progres yang telah dicapai sampai dengan Triwulan 2 Tahun
2026 adalah penerbitan 39 Surat Keputusan Penetapan Status dan
Penghapusan BMD, Laporan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan dan Laporan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan
BMD sebanyak 15 Laporan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik
Daerah
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Realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai 73,68%. Progres yang telah
dicapai sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2026 adalah Laporan sertifikasi
tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian
pengelolaan BMD sebanyak 15 Laporan, dan RKBMD.

Terdapat kendala dalam proses penertiban Barang Milik Daerah yang
memerlukan kerja tim adan proses litigasi memerlukan waktu yang cukup
lama. Selanjutnya belum terbentuknya Tim pengawasan BMD yang telah
dilakukan kontrak perikatan pemanfaatan.

4) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Realisasi kinerja fisik sub kegiatan ini mencapai 71,67%. Hingga akhir
Triwulan |, realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini telah menunjukkan
perkembangan yang signifikan dengan capaian sebesar 71,67%. Secara
umum, pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai dengan tahapan
yang direncanakan. Evaluasi berkala dan pengawasan intensif terus
dilakukan untuk memastikan sisa target fisik sebesar 28,33% dapat
terselesaikan secara optimal pada paruh kedua tahun anggaran.

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

Bagian Sekretariat
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja fisik sub kegiatan ini mencapai 50% pada periode pelaporan.
Capaian ini bersumber dari penyelesaian Laporan yaitu Perjanjian Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), Buku Revisi RKAP Perkada,
Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per
bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan
Pemantauan Renaksi Kinerja dengan persentase capaian sebesar 50%.
Progres berada di angka 50% karena aktivitas evaluasi kinerja perangkat
daerah dilaksanakan secara berkala di setiap triwulan.

Belum ada kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan dalam
pencapaian target.

Notulis,
ervandi, S.E., M.M., CGAA Lanri Stia Agustoni, ST, MM
Utama Muda/lV.c Pembina /IV.a

8208162001121004 NIP. 198208082007011016
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DOKUMENTASI RAPAT PEMANTAUAN KINERJA BPKAD
TRIWULAN Il TAHUN 2026




PENTAHAPAN DAN PEMANTAUAN RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

INDIKATOR | TARGET PENTAHAPAN PEMANTAUAN PENTAHAPAN PEMANTAUAN
No|  TUJUAN AN | KINERIA | TAHUN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
UTAMA (IKU) | 2026 T™W ™ ™ ™ ™ ™ T™™W ™ ™ ™ ™ ™ ™ | TW
II I v 11 III v 1 11 111 v I II I v
1 2 3 4 5 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9
URUSAN KEUANGAN
1. |Terwujudnya 1. Meningkatnya | Opini BPK atas WTP WTP = - WTP Program Pengelolaan Koordinasi dan Koordinasi dan 522.000.000,00( - - 100% - - = = =
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan KUA  dan
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah PPAS
Keuangan dan Aset | Keuangan Daerah
Daerah yang
Transparan dan
Akuntabel
Persentase 100% - 50%| 100% - Program Pengelolaan Koordinasi dan Koordinasi dan 1.495.648.668,00| 24% 24% 86% | 100% | 24% 24% - =
Penetapan Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan  Peraturan
Dokumen APBD Anggaran Daeraft Daerah tentang APBD
yang Tepat dan Peraturan Kepala
Waktu sesuai Daerah tentang
Peraturan Penjabaran APBD
Perundangan
Program Pengelolaan Koordinas! dan Koordinasi dan 3.403.000.000,00| 25% 50% 75% | 100% | 25% 30% - =
Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan Regulasi
Anggaran Daerah serta Kebijakan Bidang
Anggaran
Deviasi realisasi 5% - = 5% - Program Pengelolaan Koordinas/ dan |Koordinasi dan 420.000.000,00 25% 50% 75% | 100% | 24% | 40,91% = =
belanja Keuangan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Kas Daerah
lerhadap Perbendaharaan
belanja tote! Daerah
dalam APBD
(Budget
Execution)
Program Pengelolaan Koordinasi dan |Rekonsiliasi Data 350.000.000,00| 25% 50% | 75% | 100% | 10% 50% = -
Keuangan Daerah Pengelolaan Penerimaan dan
Perbendaharaan Pengeluaran Kas Serta
Daerah Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Program Pengelolaan Koordinasi dan |Rekonsiliasi dan 390.000.000,00 | 25% 25% 75% | 100% | 25% 25% - -
Keuangan Daerah Pelaksanaan Verifikasi Aset,
Akuntansi dan | Kewajiban, Ekuitas,
Pelaporan  Keuangan |Pendapatan, Belanja,
Daerah Pembiayaan, Pendapatan
LO, dan Beban
Program Pengelolaan Koordinasi dan |Koordinasi dan 465.000.000,00 | 20% | 92% | 100% - 20% 92% = -
Keuangan Daerah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan
Akuntanst dan |Peraturan Daerah
Pelaporan  Kewangan |tentang
Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APED
Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi




PENTAHAPAN DAN PEMANTAUAN RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2026

INDIKATOR | TARGET PENTAHAPAN PEMANTAUAN PENTAHAPAN PEMANTAUAN
No TUJUAN w.ﬂm_pm_rb._.ﬂm_”m KINERJA TAHUN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
UTAMA (IKU) | 2026 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ W | TW
II III v II III v I II 111 v | 11 I v
1 2 3 4 5 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 7 8 9
URUSAN KEUANGAN
1. [Terwujudnya 1. Meningkatnya | Opini BPK atas WTP wWTP - - WTP Program Pengelolaan Koordinasi dan Koordinasi dan 522.000.000,00 - - 100% = -] = = =
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan KUA  dan
Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah PPAS
Keuangan dan Aset | Keuangan Daerah
Daerah yang
Transparan dan
Akuntabel
Persentase 100% = 50%| 100% - Program Pengelolaan Koordinasi dan Koordinasi dan 1.495.648.668,00, 24% 24% 86% | 100% | 24% 24% - -
Penetapan Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan  Peraturan
Dokumen APBD Anggaran Daerah Daerah tentang APBD
yang Tepat dan Peraturan Kepala
Waktu sesuai Daerah tentang
Peraturan Penjabaran APBD
Perundangan
Program Pengelolaan Koordinasi dan Koordinasi dan 3.403.000.000,00| 25% 50% 75% | 100% | 25% 30% = -
Keuangan Daerah Penyusunan Rencana |Penyusunan Regulasi
Anggaran Daerah serta Kebijakan Bidang
Anggaran
Deviasi realisasi 5% - - 5% - Program Pengelolaan Koordinasi darn|Koordinasi dan 420.000.000,00| 25% 50% 75% | 100% | 24% | 40,91% - -
belanja Keuangan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Kas Daerah
terhadap Perbendaharaan
belanja total Daerah
dalam APBD
(Budget
Execution)
Program Pengelolaan | Koordinasi darn |Rekonsiliasi Data 350.000.000,00| 25% | 50% | 75% | 100% | 10% 50% - -
Keuangan Daerah Pengelolaan Penerimaan dan
Perbendaharaan Pengeluaran Kas Serta
Daerah Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Program Pengelolaan Koordinasi dan |Rekonsiliasi dan 390.000.000,00 | 25% 25% 75% | 100% | 25% 25% = =
Keuangan Daerah Pelaksanaan Verifikasi Aset,
Akuntansi dan |Kewajiban, Ekuitas,
Pelaporan  Keuangan |Pendapatan, Belanja,
Daerah Pembiayaan, Pendapatan
LO, dan Beban
Program Pengelolaan Koordinasi dan |Koordinasi dan 465.000.000,00 | 20% | 92% | 100% - 20% 92% 5 g
Keuangan Daerah Pelaksanaan Penyusunan Rancangan
Akuntansi dan|Peraturan Daerah
Pelaporan  Keuangan |tentang
Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Provinsi




2. Meningkatnya Indeks Nilai - = = 2,18% - = Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Penyusunan Standar 430.000.000,00 | 25% 50% 75% | 100% | 25% 50% E -
Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Harga
Pengelolaan Aset
Barang Milik
Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Penatausahaan  Barang 485,000.000,00 | 25% 50% 75% | 100% | 25% |65,57% -
Barang Milik Daerah Milik Daerah Milik Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Pengawasan dan 1.250.500.000,00 | 5% 70% 85% | 100% | 10% |73,68% = -
Barang Milik Daerah Milik Daerah Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang|Optimalisasi 753.500.000,00 | 25% 50% 75% | 100% | 30% | 71,67% ¥
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai E - - 91 - E Program Penunjang Perencanaan, Evaluasi Kinerja 933.972.000,00| 36% | 68% | 82% | 100% | 18% 50% - -
Tata Kelola OPD | BPKAD Prov. Urusan Pemerintah Penganggaran, dan  |Perangkat Daerah
Sumsel Daerah Provinsi Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah 10.898.620.668,00 L

_Palembang, <+ Juli 2026
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2. Meningkatnya Indeks Nilai 2,18% Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang | Penyusunan Standar 430.000.000,00 | 25% 50% | 75% | 100% | 25% 50%
Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Harga
Pengelolaan Aset
Barang Milik
Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Penatausahaan  Barang 485.000.000,00 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% |65,57%
Barang Milik Daerah Miltk Daeral Milik Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Pengawasan dan 1.250.500.000,00 | 5% 70% | 85% | 100% | 10% |73,68%
Barang Milik Daerah Milik Daerah Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Perogram Pengelolaan | Pengelolaan  Barang |Optimalisasi 753.500.000,00 | 25% 50% 75% | 100% | 30% |71,67%
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai 91 Program Penunjang Perencanaan, Evaluasi Kinerja 933.972.000,00( 36% 68% | 82% | 100% | 1B% 50%
Tata Kelola OPD | BPKAD Prov. Urusan Pemerintah Penganggaran, dan  |Perangkat Daerah
Sumsel Daerah Provinsi Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumiah 10.898.620.668,00
Palembang, w Juli 2026
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